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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

 

 

 

 

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 

REPUBLIK INDONESIA

 

NOMOR 55 TAHUN 2026

 

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH

 

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan amanat dalam ketentuan Pasal 20

Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan

Publik, Pasal 22 Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 96

Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25

Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Pasal 1 Peraturan

Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi

Birokrasi  Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan,  maka  Penyelenggara  Pelayanan  Publik  wajib

menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
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  b. bahwa  guna  mewujudkan  kepastian  hak  dan  kewajiban

berbagai  pihak  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan

pelayanan  di  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah,  diperlukan  penyempurnaan  terhadap  Standar

Pelayanan  di  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah;

  c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud

dalam huruf  a  dan huruf  b,  perlu menetapkan Keputusan

Kepala  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah tentang Standar Pelayanan di Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  25  Tahun 2009  tentang  Pelayanan

Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

  2. Peraturan  Pemerintah  Nomor  96  Tahun  2012  tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang

Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia

Tahun  2012  Nomor  215,  Tambahan  Lembaran  Negara

Republik  Indonesia  Nomor  5357);

  3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran

Negara RI Tahun 2007 Nomor 141) sebagaimana telah diubah

terakhir  dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106

Tahun  2007  tentang  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan

Barang/Jasa  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2022  Nomor  144);

  4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan

Pengaduan  Pelayanan  Publik  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesia  Tahun  2013  Nomor  191);
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  5. Peraturan  Menteri  Pendayagunaan  Aparatur  Negara  dan

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 615);

  6. Peraturan  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  KEPUTUSAN  KEPALA  LEMBAGA  KEBIJAKAN  PENGADAAN

BARANG/JASA  PEMERINTAH  TENTANG  STANDAR

PELAYANAN  DI  LEMBAGA  KEBIJAKAN  PENGADAAN

BARANG/JASA  PEMERINTAH.

 

KESATU :  Menetapkan  Standar  Pelayanan  di  Lembaga  Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran  yang  merupakan bagian  tidak  terpisahkan

dari Keputusan ini.

 

KEDUA :  Setiap  Unit  Organisasi  di  Lembaga  Kebijakan  Pengadaan

Barang/Jasa  Pemerintah  dalam  melaksanakan  tugas  dan

fungsinya  wajib  mengacu  pada  Standar  Pelayanan

sebagaimana  dimaksud  dalam  Diktum  KESATU.

 

KETIGA :  Pimpinan Unit  Organisasi  di  Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa  Pemerintah  melakukan  pengawasan  atas

penerapan  Standar  Pelayanan  di  unit  organisasinya.
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KEEMPAT :  Pada  saat  Keputusan  ini  mulai  berlaku,  Keputusan  Kepala

Lembaga  Kebijakan  Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah

Nomor 234 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,  dicabut  dan

dinyatakan tidak berlaku.

 

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA

Pada tanggal 25 Mei 2026

KEPALA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SARAH SADIQA
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